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Skripsi yang berjudul  “Kajian Hotel Walan Syariah Sidoarjo Prespektif 
Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016” ini 
merupakan penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana 
Gambaran Umum Hotel Walan Syariah Sidoarjo? dan bagaimana Kajian Hotel 
Walan Syariah Sidoarjo Prespektif Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 
108/DSN-MUI/X/2016? 
Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi kemudian diolah 
dan dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, 
yaitu menjelaskan pandangan Hotel Walan Syariah terlebih dahulu, kemudian 
dianalisis dengan perundangan yang berlaku yakni Fatwa DSN-MUI Nomor: 
108/DSN-MUI/X/2016. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa: pertama, Hotel Walan Syariah 
merupakan sebuah hotel di Sidoarjo yang menyediakan berbagai fasilitas, di 
antaranya kamar dengan berbagai type yang diinginkan, wifi dengan perangkat 
keamanan agar pengguna tidak dapat mengakses situs terlarang, makanan dan 
minuman yang halal, meskipun belum bersertifikat halal dari Kemenag, adanya 
Mushollah untuk melaksanakan ibadah,  serta pelayanan prima dari karyawan dan 
karyawati yang berbusana sesuai dengan Syariah; kedua, Berdasarkan fasilitas 
yang dimiliki, dapat diketahui bahwa Hotel Walan Syariah belum memenuhi 
aturan Nomor 3, 6 dan 7 dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 
Indonesia No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan 
Pariwisata Syariah karena belum memiliki sertifikat halal yang dikeluarkan oleh 
Kementerian Agama, belum memiliki panduan prosedur pelayanan hotel dan juga 
belum menggunakan jasa lembaga keuangan syariah. 
Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka: pertama, Untuk segera 
melanjutkan pengurusan sertifikat Halal dari Kementerian Agama, agar dapat 
menjamin kehalalan makanan dan minuman yang disediakan, hal tersebut wajib 
ada pada Hotel yang berbasis syariah sesuai dengan peraturan yang ada dalam 
fatwa; kedua, Harus membuat pedoman prosedur pelayanan hotel agar 
memberikan pelayanan yang sesuai dengan prinsip syariah, dalam peraturan fatwa 
Hotel Syariah wajib memiliki pedoman mengenai prosedur pelayanan hotel; 
ketiga,Segera menggunakan jasa Lembaga keuangan Syariah sesuai dengan lebel 
hotel yang berbasis syariah agar dapat menerapkan prinsip-prinsip syariah, sesuai 
dengan peraturan yang ada dalam fatwa Hotel Syariah wajib menggunakan jasa 
Lembaga Keuangan Syariah. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di 
dunia dan terbentang luas alam yang indah serta budaya yang tak kalah 
menarik tentu akan menjadi ikon wisata dunia baru apabila industri 
pariwisata dikelola dengan baik. Memajukan pariwisata Indonesia dapat 
ditempuh dengan cara pendekatan dan menempatkannya dalam bingkai 
syariah Islam. Pariwisata syariah bukan hanya wisata religi saja seperti 
tempat-tempat ibadah, makam para wali, maupun peninggalan sejarah, 
melainkan mencakup hal yang lebih luas dengan melibatkan banyak industri 
di dalamnya, yaitu restoran/usaha penyedia makan dan minum, spa, 
sauna/massage, biro perjalanan wisata syariah serta hotel syariah. 
Keterlibatan berbagai industri umum dalam bingkai ekonomi syariah 
menandakan bahwa sistem ekonomi syariah berkembang cukup luas dan  
pesat ke berbagai sektor dari yang awalnya hanya meliputi perdagangan 
produk halal, berkembang ke industri keuangan dan sekarang berkembang ke 




Perkembangan dunia usaha yang tidak pernah lepas dari persaingan,   
perusahaan dituntut untuk selalu kreatif dan berinovasi untuk dapat 
                                                          
1
 Riyanto Sofyan, Prospek Bisnis Pariwisata Syariah (Jakarta: Republika, 2012), 4.  



































bertahan, sehingga dalam mengembangkan suatu produk, produsen 
harus menentukan mutu yang harus dapat menempatkan posisi produk 
tersebut di pasar. Mutu yang ditawarkan diharapkan lebih unggul atau 
memiliki value yang lebih dari produk pesaing tanpa mengesampingkan 
unsur halal dan t}ayyibah.2 
Salah satu bisnis yang sedang bersaing ketat saat ini yaitu bisnis 
perhotelan. Industri perhotelan memiliki karakteristik lain dari industri yang 
biasa kita kenal, konsumen membeli jasa ini dalam jangka pendek, 
dipengaruhi rasa emosional sehingga pihak produsen jasa hotel perlu 
memelihara lingkungan fisik, strategi harga, promosi komunikasi dengan 
calon dan langganan. 
Seiring dengan pertumbuhan penduduk muslim yang kian melonjak, 
otomatis kebutuhan akan pasar yang halal dan mengandung maslahah 
sangatlah dibutuhkan dalam hal ini terkait dengan wisata syariah baik dari 
segi wisatanya, akomodasi berupa hotel, transportasi, dan sebagainya. 
Semua produk yang dibutuhkan oleh umat muslim memang dituntut supaya 
terbebas dari unsur haram, riba, manipulasi, dan sebagainya. Dengan hal ini, 
maka muncullah berbagai inovasi terkait wisata syariah dari segala seginya. 
Salah satu dari beberapa segi, yang sekarang lagi gencar yaitu perhotelan 
dengan nuansa syariah. Konsumen telah melirik tidak hanya yang memberi 
kenikmatan saja namun melihat kualitas dari barang/jasa tersebut.  
                                                          
2Iwan Kurniawan, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Beli Ulang Produk Serta 
Dampaknya terhadap Loyalitas Pelanggan”,  Jurnal Studi Manajemen dan Organisasi, No. 3, Vol. 
4 (Agustus, 2007), 20. 



































Unsur halal sangat memegang peranan penting dalam skala 
kehidupan saat ini, yang dimana di sisi lain merupakan suatu pendukung 
komoditi suatu ekuitas pasar yang potensial. Berbagai segmen pasar 
kehidupan ini, sudah melirik basis syariah melihat potensi kedepannya yang 
semakin menjanjikan. Halal tidak hanya dari segi zat barangnya namun cara 
pengelolaannya prosesnya bisa diperhitungkan untuk menentukan halal 
tidaknya suatu barang/jasa. Di bidang jasa, mulai terlihat segmen pasar yang 
signifikan dalam melirik unsur halal ini seperti jasa perhotelan. 
Wisata syariah cepat popular sebagai jenis liburan di sektor 
pariwisata Islam. Negara-negara kaya minyak di Timur Tengah kini 
mendorong lonjakan wisata jenis ini, hal ini mengindikasikan hotel berbasis 
syariah diseluruh dunia dapat memanfaatkan peluang pasar tersebut dengan 
inisiatif menyediakan menu Timur Tengah di restoran mereka. Pada 
dasarnya ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, seperti prinsip 
syariah yang tidak lepas dari kaidah islam.  
Hotel berbasis syariah memiliki perkembangan yang cukup 
meningkat, hal ini di sebabkan karena masyarakat mulai memiliki pola pikir 
yang berkembang mengenai prinsip syariah, karena dengan prinsip syariah 
masyarakat atau kaum muslim akan diberikan pelayanan yang baik dan juga 
rasa aman. Hotel syariah ini tidak hanya terbatas pada kaum muslim saja, 
namun juga di peruntukkan bagi masyarakat umum lainnya, yang mana 
apabila mereka mau menerima ketentuan atau peraturan di hotel syariah 
tersebut. 



































Hotel adalah sebuah bangunan yang disediakan kepada publik secara 
komersial untuk para tamu yang ingin mendapat pelayanan menginap, 
makanan atau minuman dan pelayanan lainnya. Konsumen pastilah 
menginginkan yang terbaik dalam setiap jasa yang ia beli karena itu adalah 
hak yang pantas mereka dapatkan. Setiap konsumen berhak atas 
kenyamanan, keamanan, informasi yang benar dan jujur serta perlakuan atau 
pelayanan secara benar atas apa yang ia beli. Bahkan konsumen yang tidak 
puas tentu saja tidak akan mengulangi atau tidak memilih kembali lagi jasa 
akomodasi yang sama, ditambah sekarang banyaknya berbagai pilihan hotel-
hotel yang berbintang maupun non berbintang dengan fasilitas yang telah 
menggiurkan dan lebih lengkap, sehingga membuat para konsumen telah 
mempertimbangkan dan melakukan banyak perbandingan untuk memilih 
hotel mana yang lebih sesuai dengan selera dan keinginan para konsumen.
3
 
Hotel syari’ah adalah salah satu model hotel yang menawarkan 
fasilitas yang sesuai dengan nilai Islam, sehingga mampu meminimalisir 
adanya praktek perzinaan, minuman keras, narkoba dan perjudian. Seperti 
adanya larangan tamu bukan ma|hram yang menginap di hotel, hotel bebas 
minuman beralkohol, hotel hanya menyediakan makanan dan minuman yang 
halal serta masih banyak lagi nilai islam lainnya. Hotel syari’ah merupakan 
suatu jasa akomodasi yang beroperasi dan menganut prinsip-prinsip pedoman 
ajaran Islam. Secara operasional, pelayanan yang diberikan di hotel syari’ah 
tentunya hampir menyerupai hotel konvensional non-syari’ah pada 
                                                          
3
 Iwanati Falsah Anak Agus Lian, “Analisis Motivasi Konsumen dalam Memilih Hotel Walan 
Syariah Sidoarjo ” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016). 



































umumnya. Namun konsep hotel ini menyeimbangkan aspek-aspek spiritual 
Islam yang berlaku di dalam pengelolaan dan pengoperasiannya.
4
  
Usaha perhotelan adalah satu dari sekian banyak usaha yang 
dilakukan manusia yang dalam kaidah fikih hal ini pada dasarnya 
diperbolehkan, seperti sewa menyewa, jual beli kerja sama (Mudha<rabah 
atau Musha<rakah) selama tidak ada dalil (nash) yang melarangnya secara 
tegas. Sesuai dengan salah satu kaidah fiqh yang berbunyi : 
 ِف ُلْصَلأا  ِِْيرْحَّتلا ىَلَع ُلِْيلَد ّلَُدي ْنَأ ِةَحَابِلاا ِتلأَماَعُمْلا َاه     
‚Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada 
dalil yang mengharamkannya‛.5 
 
Usaha Perhotelan identik dengan akad yang digunakan yaitu Ija@rah 
(Sewa). Hotel sebagai pihak penyedia fasilitas menginap, menyewakan 
fasilitasnya kepada perorangan yang membutuhkan tempat untuk bermalam. 
Dalam hal ini, terjadi hubungan hukum yaitu akad sewa antara hotel dengan 
perorangan/konsumen. Dari akad sewa ini, ada hak dan aturan yang wajib 
dilaksanakan dan dipatuhi. Sebagai hotel, harus menyediakan fasilitas dan 
melayani dengan prima kepada pelanggannya. Sedangkan sebagai pelanggan 
ada hak dan aturan yang harus ditaati. Mengingat dalam suatu perjanjian 
dalam Islam aturan termasuk syarat pelengkap atau penyempurna dari rukun 
(yang wajib) akad. Dalam Islam, rukun merupakan hal yang wajib 
dilaksanakan, tanpa adanya rukun suatu akad tidak sah namun mengenai 
                                                          
4
 Khoirul Fayasqi, “Penerapan Nilai Nilai Etika Bisnis Islam di Hotel Namira Syari’ah 
Pekalongan”  (Skripsi--STAIN,  Pekalongan, 2016). 
5
 A.Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, cet. V (Jakarta: Kencana, 2014), 129. 



































syarat apabila salah satu tidak dikerjakan maka tidak menyebabkan akad itu 
gugur namun hanyasanya tidak sempurna.  
Perihal aturan akad yang sesuai dengan rukun dilengkapi dengan 
syarat sebagai penyempurna, dalam aplikasinya memang sulit karena di 
lapangan memerlukan sesuatu yang praktis dan tidak sulit. Mereka berindah 
yang penting rukun dijalankan sesuai syariat dan konsumen merasa 
terpuaskan dengan pelayanan mereka. Sebagai hotel yang melayani dengan 
semaksimal mungkin tentu tidak lupa dengan keuntungan yang harus di 
dapat disesuaikan dengan cara yang tidak melanggar syara’.  
Pendapat para ulama yang pertama Al-Qasimi dalam Mahasin al-
Ta’wil, ketika menjelaskan kata اْوُر ْ يِس pada Q.S. Al-Naml (27): 69, berkata: 
 ِتْع ِْلااَو َاِبِ َِةظِعِْلل ًلاُّصَو َت ,ِرَاثلآا ىَلَع ِفْو ُقُوْلا ِلْجَِلأ ِرَاي ِّدلا ِف َنْو ُبِها َّذلا َنْوُِرئا َّسلا ُمُه ِراَباَِهْيَْغِلَو .َِدئاَوَفْلا َنِم 
‚Mereka (yang diperintahkan bepergian) adalah orang-orang 
yang bepergian ke berbagai tempat untuk melihat peninggalan 
bersejarah dalam rangka mengambil pelajaran dan manfaat 
lain.‛ 
 
Pendapat ulama yang kedua Ibn ‘Abidin dalam Radd al-Muhtar  
 َأ ,ًةَعَاط َنْوُكَي َف ٍداَهِج َْوأ ِّجَح ِوَْنَ ٍضِراَِعب َّلاِإ ُةَحَابِلإا ِرَف َّسلا ِفَو...ُلْصَلأا".ُةَّيِصْعَم َنْوُكَي َف ٍقِْيرَط ِعْطَِقونَ ْو  
‚(Hukum Asal) bepergian adalah mubah kecuali disebabkan 
kondisi lain seperti haji atau jihad, maka menjadi ibadah 
(ketaatan), atau untuk tujuan merampok maka bepergian 
termasuk maksiat.‛6 
 
Pelanggaran terhadap unsur syara’ acap kali sering dilakukan tanpa 
sepengatahuan dan kesengajaan. Meminimalisir hal tersebut dengan berhati-
hati dan lebih professional dalam melakukan pekerjaan adalah hal yang 
mutlak dilakukan demi tercapainya unsur yang benar-benar sesuai syariat.  
                                                          
6
 Fatwa dewan syariah nasional- Majelis Ulama Indonesia No: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang 
Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. 



































Salah satu hotel yang berbasis syariah di Kabupaten Sidoarjo adalah 
Hotel Walan Syariah, hotel ini berada di Jalan Raya Sedati Agung Nomor 
01, Sidoarjo. Hotel ini berdiri untuk memenuhi akomodasi wisatawan 
muslim akan hotel bebas maksiat, untuk menjaga prinsip syariah hotel ini 
telah memberlakukan peraturan tentang tidak diperkenankannya tamu hotel 
yang tidak bersuami istri untuk menginap, bebas dari minuman beralkohol 
dan masih banyak peraturan lainnya. Namun berdasarkan pra research 
peneliti, ada beberapa ketentuan yang tidak terdapat pada Hotel Walan 
Syariah yang sesuai dengan peraturan Dewan Syari’ah Nasional Majelis 
Ulama Indonesia (DSN-MUI). Menurut Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-
MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan 
Prinsip Syariah yang di dalamnya juga mengatur Hotel Syariah, terdapat 
beberapa peraturan untuk penyelenggaraan hotel syariah. 
Peraturan memegang peranan yang sangat penting dalam berbisnis 
dan sistem ekonomi maka dari itu setiap usaha atau bisnis tentunya akan 
membuat sebaik mungkin aturan-aturan dan syarat-syarat dalam 
menjalankan bisnisnya. Aturan tersebut harus diindahkan oleh setiap pelaku 












ه  ِۡعََّ ََ 
َ
ا َل وَاِۡععَََّّٱ ِ ۡر
َ ۡ
أَۡ َوِّن م َعََِرِ ١٨  
‚Kemudian kami jadikan kamu berasa diatas suatu syariat (peraturan) 
dari urusan agama itu maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu 
ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui ‛7 
                                                          
7
 Depag RI, Syaamil Qur'an Terjemahan Perkata (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 
2010), 500. 




































Implementasi di lapangan, ada beberapa praktek Hotel Walan Syariah 
yang kurang sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Fatwa DSN-MUI 
Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016. Pihak hotel tentu memiliki alasan mengapa 
prakteknya kurang sesuai dengan fatwa tersebut. Karena besar kemungkinan 
pihak hotel untuk menerapkan fatwa tersebut secara utuh mengalami 
kesulitan yang dapat menghambat pelayanan hotel, sehingga mengambil 
keputusan agar pelayanan terhadap pelanggan tetap berjalan dengan baik 
walaupun ada sedikit mad}arat yang ditimbulkan. Karena bisa dimaklumi 
bahwa kebutuhan akan di lapangan membutuhkan hal yang praktis, cepat, 
dan tepat. Hal ini juga menjadi sebuah pekerjaan rumah untuk inovasi akad 
Islami yang praktis, cepat, dan tepat dalam pelaksanaannya juga regulasi 
birokrasi. 
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk 
mengadakan penelitian lebih rinci untuk meneliti tentang, apakah aplikasi 
yang ada di Hotel Walan Syariah Sidoarjo sudah menerapkan atau sesuai 
dengan Fatwa DSN-MUI, sebagaimana yang ada dalam keputusan Fatwa 
DSN-MUI. Maka dari itu penulis tertarik mengangkat permaslahan di atas 
dengan judul " Kajian Hotel Walan Syariah Sidoarjo Prespektif Fatwa 
Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016‛. 
  



































B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas dapat di identifikasikan beberapa 
masalah yang ada dalam usaha perhotelan syariah sebagai berikut : 
1. Gambaran umum Hotel Walan Syariah Sidoarjo. 
2. Banyaknya pesaing bisnis pariwisata terutama pada bidang perhotelan. 
3. Kualitas pelayanan dan produk pada konsumen. 
4. Pelaksanaan transaksi penyewaan pariwisata syariah di Hotel Walan 
Syariah Sidoarjo. 
5. Kajian Hotel Walan Syariah Sidoarjo Prespektif Fatwa Dewan Syariah 
Nasional (DSN-MUI) Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 
Agar pembahasan dapat fokus dan mendapatkan apa yang 
diharapkan, maka perlu dibatasi ruang lingkup dalam permasalahan ini, 
yaitu: 
1. Gambaran umum Hotel Walan Syariah Sidoarjo. 
2. Kajian Hotel Walan Syariah Sidoarjo Prespektif Fatwa Dewan Syariah 
Nasional (DSN-MUI) Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pemaparan latar belakang dan identifikasi masalah di 
atas, dapat dirumuskan masalah yang diteliti sebagai berikut : 
1. Bagaimana Gambaran Umum Hotel Walan Syariah Sidoarjo? 



































2. Bagaimana Kajian Hotel Walan Syariah Sidoarjo Prespektif Fatwa 
Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016? 
 
D. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian yang ingin tercapai dalam penelitian ini 
adalah : 
1. Mengetahui Gambaran Umum Hotel Walan Syariah Sidoarjo 
2. Mengetahui Kajian Hotel Walan Syariah Sidoarjo Prespektif Fatwa 
Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) Nomor:108/DSN-MUI/2016.  
 
E. Kegunaan Hasil Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan berguna 
bagi penulis dan pembaca, dalam 2 aspek sebagai berikut : 
1. Secara teoritis  
Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan dan 
pengetahuan mengenai peraturan Fatwa DSN MUI Nomor 108 tentang 
Pariwisata Syariah di Hotel Walan Syariah Sidoarjo. 
2. Secara praktis: 
a. Bagi Hotel Walan Syariah 
Dapat memberikan masukan pada Hotel Walan Syariah 
Sidoarjo yang terkait dengan ketentuan peraturan Fatwa DSN MUI 
Nomor 108, khususnya pada akad yang digunakan dan beursaha 



































untuk tetap bisa menerapkan sesuai peraturan Fatwa DSN dengan 
prinsip Syariah. 
b. Bagi Konsumen / pihak lain 
Dapat dijadikan acuan bagi para konsumen hotel agar memilih 
hotel syariah sebagai pilihan menginap, karena pada hakekatnya hotel 
yang menerapkan prinsip syariah dalam usahanya sangat 
mengedepankan kenyamanan, keamanan dan menjaga para pelanggan 
dari hal yang tidak di inginkan. 
 
F. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian 
yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga tidak 
terjadi pengulangan atau bahkan duplikasi kajian/penelitian yang sudah ada. 
Maka penulis perlu menjelaskan tentang topik yang akan diteliti berkaitan 
dengan masalah yang penulis angkat dengan judul. 
1. Penelitian Syarifuddin ‚ Analisis Produk, Pelayanan Dan Pengelolaan 
Bisnis Perhotelan Syariah Pada Hotel Syariah Wali Songo Surabaya‛. 
Skripsi ini membahas tentangpelaksanaan prinsip-prinsip syariah pada, 
pelayanan dan pengelolaan Hotel Syariah Wali Songo Surabaya dan acuan 
yang dipakai padapenelitian ini yaitu Peraturan Kementrian Pariwisata 



































dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Penyelenggaraan Hotel Syariah.
8
 
2. Penelitian Nur Rohmah‚ Pengaruh Informasi Online Dan Lokasi 
Terhadap Minat Penggunaan Ulang Jasa Hotel Walan Syariah Sidoarjo‛. 
Skripsi ini membahas tentang pengaruh yang signifikan antara variabel 
informasi online (X1) dan lokasi (X2) secara bersama-sama (simultan) 
terhadap terhadap minat penggunaan ulang jasa Hotel Walan Syariah (Y). 
dan pengaruh antara informasi online secara persial terhadap minat 
penggunaan ulang jasa hotel Walan Syariah Sidoarjo. Dapat disimpulkan 
bahwa secara persial variable informasi online dan variabel lokasi 




3. Siti Mudrika‚ Implementasi Manajemen Syariah Pada Tata Kelola Hotel 
Grand Kalimas Syariah Surabaya‛. Skripsi ini membahas tentang 
manajemen yang di gunakan oleh Hotel Grand Kalimas Syariah 
merupakan manajemen yang sesuai dengan Islam, mulai dari perencanaan, 
pengorganisasian, serta pengawasan. dan Implementasi manajemen 




                                                          
8Syarifuddin, “Analisis Produk, Pelayanan dan Pengelolaan Bisnis Perhotelan Syariah Pada Hotel 
Syariah Wali Songo Surabaya” (Skrips--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015). 
9Nur Rohmah, “Pengaruh Informasi Online dan Lokasi Terhadap Minat Penggunaan Ulang Jasa 
Hotel Walan Syariah Sidoarjo” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016). 
10Siti Mudrika, “Implementasi Manajemen Syariah Pada Tata Kelola Hotel Grand Kalimas Syariah 
Surabaya” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016). 



































4. Marni "Penerapan Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Di Hotel Al-Badar 
Syariah Makassar". Skripsi ini membahas tentang penerapan nilai-nilai 
etika bisnis islam bahwa Hotel Al-Badar Syariah Makassar belum 
sepenuhnya menerapkan nilai-nilai etika bisnis islam dengan baik, dan 
kriteria-kriteria bisnis perhotelan syariah belum terpenuhi seperti 
perlengkapan alat shalat dan tidak terdapat petunjuk arah kiblat. Adapun 
kendala dari penerapan etika bisnis Islam yaitu kurangnya wisatawan non 
muslim yang menggunakan jasa penginapan hotel syariah karena karena 




Dalam beberapa penelitian yang  ada, dapat disimpulkan bahwa 
keempat judul skripsi yang penulis Bahas kali ini memiliki pokok 
permasalahan yang berbeda dengan beberapa judul yang telah di jelaskan 
di atas. Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti 
tentang Hotel Syariah namun pokok permasalahan yang akan penulis 
teliti yaitu kesesuaian Fatwa Dewan Syariah Nasiona DSN-MUI Nomor. 
108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata 
Berdasarkan Prinsip Syariah. Yang mana dalam penelitian ini belum ada 
yang membahas mengenai Fatwa terbaru pariwisata. 
 
  
                                                          
11
 Marni "Penerapan Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam di Hotel Al-Badar Syariah Makssar" (Skripsi – 
UIN Alauddin, Makassar, 2016). 



































G. Definisi Operasional 
Agar memperoleh pengetahuan yang luas dan mudah di pahami, isi 
dari penelitian ini, maka penulis akan memberikan gambaran yang lebih jelas 
berkaitan dengan penulisan skripsi yang berjudul ‚ Kajian Hotel Syariah 
Sidoarjo Prespektif fatwa dewan syariah nasional (DSN) Nomor. 108/DSN-
MUI/X/2016‛, yaitu : 
Fatwa Dewan Syariah 
Nasional (DSN)  
:: : Produk hukum dari suatu lembaga yang 
berperan dalam menjamin ke-islaman  
keuangan Syariah, Serta dalam fatwa DSN-
MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 
menjelaskan tentang pariwisata syariah dan 
juga ketentuan terkait Hotel Syari’ah. 
Hotel Syariah S ;  uatu hotel yang menawarkan fasilitas yang 
sesuai dengan nilai Islam, sehingga mampu 
meminimalisir adanya praktek perzinaan, 
minuman keras, narkoba dan perjudian dan 
menyediaan akomodasi berupa kamar-kamar 
di dalam suatu bangunan yang dapat 
dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan 
minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas 
lainnya secara harian dengan tujuan 
memperoleh keuntungan yang mana dalam  


































 kegiatan tersebut menerapkan atau 
menjalankan sesuai prinsip syariah. Seperti 
halnya Hotel Walan Syariah yang berkonsep 
syariah yang bertempat di Raya Sedati 
Agung No. 1, Betro- Juanda- Sidoarjo. 
 
H. Metode Penelitian 
Penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian lapangan yang 
didasarkan pada pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan adalah penelitian 




1. Data yang Dikumpulkan 
Data merupakan kumpulan dari keterangan/informasi yang benar 
dan nyata yang diperoleh baik dari sumber primer maupun sumber 
sekunder.
13
 Berdasarkan rumusan masalah yang akan di teliti, maka 
memerlukan data sebagai berikut : 
a. Data mengenai pelaksanaan pariwisata syariah di Hotel Walan  
Syariah Sidoarjo. 
b. Data mengenai ketentuan Fatwa DSN Nomor. 108/DSN-MUI/X/2016 
Terhadap pelaksanaan pariwisata syariah di Hotel Walan Syariah 
Sidoarjo. 
                                                          
12
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian dari Teori ke Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 
2002),75. 
13
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 
2005), 2011. 



































2. Sumber Data 
Data merupakan sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan 
dan disajikan untuk tujuan tertentu.
14
 Sumber data yang akan digunakan 
pada penelitian ini yaitu sumber primer dan sumber sekunder. 
a. Sumber primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek 
penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat 
pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi 
yang dicari
15
. Data yang dimaksud adalah sebagai berikut:  
1) Konsumen / Tamu Hotel Walan Syariah Sidoarjo. 
2) Pihak Manajemen Hotel Walan Syariah Sidoarjo. 
b. Sumber Sekunder merupakan data yang diperoleh berasal dari bahan 
kepustakaan.
16
 Sumber ini bersifat  membantu untuk memperkuat 
dan melengkapi mengenai sumber-sumber data yang berkaitan 
dengan penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut : 
1) Peraturan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor. 
108/DSN-MUI/X/2016  tentang Pedoman Penyelenggaraan 
Pariwisata dengan prinsip syariah  
2) Lampiran Peraturan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) 
Nomor. 108/DSN-MUI/X/2016  tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Pariwisata dengan Prinsip Syariah yang memuat 
6 hal yaitu Hotel Syariah, ketentuan terkait wisatawan, destinasi 
                                                          
14
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: CV. Alfabela, 2008), 
96. 
15
Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2003), 91. 
16
 P.Joko Subagyo, Metode Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2004),88. 



































wisata,  Spa Syariah, biro perjalanan wiasata syariah dan pemandu 
wisata Syariah. 
3) Brosur Hotel Walan Syariah Sidoarjo. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian, 
penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 
a. Metode Observasi (Pengamatan) 
Observasi adalah pengumpulan data dengan menggunakan atau 
menggandakan pengamatan atau pencatatan dengan sistematis tentang 
fenomena yang diselidiki baik secara langsung maupun tidak 
langsung.Data diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung 
mengenai penyelenggaraan pariwisata syariah di Hotel Walan Syariah 
Sidoarjo. 
b. Metode interview (wawancara) 
Wawancara atau interview ini merupakan suatu kegiatan yang 
dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan 
menggunakan pertanyaan-pertanyaan kepada responden.
17
 Data dari 
metode  interview ini didapat setelah mewawancarai konsumen dan 
staf Hotel Walan Syariah. 
  
                                                          
17
 Margono, Metode Penelitian Pendidikan, cet I  (Jakarta: Renika Ilmu, 2004), 39. 



































4. Teknik Pengolahan Data 
Pengolahan data merupakan suatu proses dalam memperoleh data 
ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara atau rumus 
tertentu.
18
 Setelah semua data terkumpul selanjutnya adalah mengolah 
data dengan metode sebagai berikut : 
a. Editing, adalah kegiatan yang dilaksanakan setelah penulis selesai 
menghimpun data di lapangan. Kegiatan ini menjadi penting karena 
kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum 
memenuhi harapan peneliti, diantaranya kurang atau terlewatkan, 
tumpeng tindih, berlebihan bahkan terlupakan. Oleh karena itu 
keadaan tersebut harus diperbaiki melalui tahap editing ini.19 
b. Organizing, adalah kegiatan menyusun data yang telah didapatkan 
ketika penulis melakukan pencarian data yang diperlukan dalam 
penelitian ini dalam kerangka paparan yang sudah dibuat atau 
direncankan secara sistematis dengan rumusan masalah yang ada.
20
 
5. Teknik Analisis Data 
Dalam rangka mempermudah dalam menganalisis data, dari hasil 
pengumpulan data yang dilakukan selanjutnya akan dibahas yang 
kemudian dilakukan analisis secra kualitatif, yaitu dengan menghasilkan 
                                                          
18
 Masruhan, Metologi Penelitian Hukum, cet II (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 253. 
19
 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial Format Kuantitatif dan Kualitaatif (Surabaya: 
Airlangga University, 2001), 182. 
20
 Usman Rianse Abdi, Metodologi Penelitian: Sosial  dan Ekonomi Teori dan Aplikasi. (Bandung: 
CV. Alfabeta, 2009), 245. 



































data deskriptif. Deskriptif yaitu menggambarkan/ menguraikan sesuatu 
hal menurut apa adanya yang sesuai dengan kenyataan.
21
 
Data yang telah berhasil dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis 
secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menghasilkan data 
deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 
perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan. 
Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran 
mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai 
fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. 
Peneliti menggunakan teknik ini karena yang digunakan adalah 
metode deskriptif kualitatif, dimana memerlukan data-data untuk 
menggambarkan suatu fenomena yang apa adanya, sehingga benar 
salahnya sudah sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya. Kemudian data 
tersebut diolah dan dianalisis dengan pola piker induktif yang berarti pola 
piker yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian 
diteliti, dianalisis dan disimpulkan sehingga pemecahan persoalan atau 
solusi tersebut dapat berlaku secara umum. 
 
I. Sistematika Pembahasan 
Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis agar mempermudah 
pembahasan dalam penelitian ini, sistematika pembahasan sebagai berikut: 
                                                          
21
Pius Partanto dan Dahlan Barry, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya: Arkola, 2001), 111. 



































Bab pertama ialah pendahuluan yang berisi tentang poko-pokok 
pikiran atau landasan permasalahan yang melatar belakangi penulisan 
proposal ini, sehingga memunculkan gambaran isi tulisan yang terkumpul 
dalam konteks penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kajian 
pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika 
pembahasan. 
Bab kedua memuat penjelasan tentang teori Fatwa DSN-MUI dan 
Hotel Syariah, teori pertama pengertian DSN-MUI, sejarah Fatwa DSN-
MUI, ketentan Terkait hotel syariah. Teori kedua yaitu tentang kriteria hotel 
syariah.  
Bab ketiga mengemukakan dengan jelas tentang hasil penelitian 
lapangan tentang gambaran umum usaha tersebut yang meliputi profil hotel 
walan syariah sidoarjo yaitu tentang sejarah berdirinya hotel walan syariah 
sidoarjo, lokasi, susunan pengurus hotel walan syariah sidoarjo, tata tertib 
tamu hotel walan syariah sidoarjo, produk dan layanan pada hotel walan 
syariah sidoarjo. Kemudian diuraikan pula implementasi prinsip-prinsip 
syariah pada hotel walan syariah dalam hal produk, layanan, dan 
pengelolaan. 
Bab keempat membahas tentang hasil analisis penelitian yaitu 
Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 
No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata 
Berdasarkan Prinsip Syariah di Hotel Walan Syariah Sidoarjo  



































Bab kelima merupakan bab penutup yang berisikan tentang 
kesimpulan yang menjawab rumusan masalah di lengkapi dengan saran- 
saran. Selain itu bab terakhir ini dilengkapi dengan daftar pustaka. 
  




































FATWA DSN-MUI DAN KRITERIA HOTEL SYARIAH 
 
A. Fatwa DSN-MUI 
1. Pengertian Fatwa MUI 
Secara etimologis, kata ‚Fatwa>‛ berasala dari bahasa arab 
berbentuk mashdar (kata benda) yang berarti jawaban atas pertanyaan, 
atau hasil ijtihad, atau ketetapan hukum mengenai suatu kejadian sebagai 
jawaban atas pertanyaan yang belum jelas hukumnya. Kata ‚fatwa>‛ 
seakar dengan kata ‚al-fata>‛, yang artinya pemuda yang kuat. Kata fatwa> 
juga berarti memberikan penjelasan (al-iba>nah). 22 
Sementara secara terminologis, fatwa adalah keterangan hukum 
agama mengenai suatu persoalan sebagai jawaban pertanyaan yang 
diajukan oleh peminta fatwa (mustafti>), baik perseorangan maupun 
kolektif, dikenal ataupun tidak dikenal. Fatwa berarti ketentuan yang 
berisijawaban dari seorang mufti mengenai hukum syariat untuk pihak 
yang meminta fatwa.  
Tindakan memberikan fatwa disebut dengan ifta>, yaitu suatu 
pekerjaan memberikan nasihat atau fatwa. Orang yang mengeluarkan 
fatwa disebut dengan mufti>, sedangkan orang yang meminta fatwa 
disebut dengan mustafti>. 
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 Hasbi Ash-Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, cet. I (Semarang: Pustaka Rizki, 
1997), 86.  



































Komisi fatwa MUI juga mempunyai definisi tersendiri mengenai 
fatwa, yaitu suatu penjelasan tentang hukum atau ajaran islam mengenai 
permasalahan yang dihadapi atau ditanyakan oleh masyarakat, serta 
merupakan pedoman dalam melaksanakan ajaran agamanya.
23
 
a. Sejarah MUI 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdiri pada tanggal 17 Rajab 
1395 Hijriahbertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 Miladiah. MUI 
hadir ke pentas sejarah ketika bangsa Indonesia tengah berada pada 
fase kebangkitan kembali, setelah 30 Tahun sejak kemerdekaan energi 
bangsa lebih banyak terserap dalam perjuangan politik di dalam negeri 
maupun international, sehingga kesempatan untuk membangun 
menjadi bangsa yang maju dan berakhlak mulai kurang diperhatikan. 
Pendirian MUI dilatar belakangi adanya kesadaran kolektif pimpinan 
umat Islam bahwa Indonesia memerlukan suatu landasan kokoh bagi 
pembangunan masyarakat yang maju dan berakhlak. Karena itu, 
keberadaan organisasi para ulama, dan cendikiawan muslim ini 
merupakan konsekuensi logis dan persyartan bagi berkembangnya 
hubungan yang harmonis antara pelbagai potensi yang ada untuk 
kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia.
24
 
Sebelum MUI didirakan, telah digelar beberapa kali pertemuan 
yang melibatkan ulama dan tokoh-tokoh Islam. Pertemuan tersebut 
                                                          
23 MUI, Pengantar Komisi Fatwa MUI dalam Hasil Fatwa Munas VII Majelis Ulama Indonesia 
(Jakarta: Sekretariat MUI, 2005). 
24 MUI, 20 Tahun Majelis Ulama Indonesia (Jakarta: Sekretariat MUI,1995). 



































mendiskusikan gagasan akan pentingnya keberadaan majelis ulama 
yang menjalankan fungsi ijtihad kolektif dan memberikan masukan dan 
nasihat keagamaan pada pemerintah dan masyarakat. Pada tanggal 30 
September hingga 4 Oktober 1970 dielenggarakan sebuah konferensi di 
Pusat Dakwah indonesia. Konferensi tersebut bertujuan untuk 
membentuk sebuah majelis ulama yang berfungsi memberikan fatwa. 
Pada akhir acara konferensi, dicetuskan sebuah deklarasi yang 
ditandatangani oleh 53 peserta konferensi, terdiri atas 26 orang ketua 
majelis ulama tingkat provinsi se-Indonesia, 10 orang ulama dari unsur 
organisasi Islam tingkat pusat, 4 orang ulama dari Dinas Rohani 
IslamAngkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan 
Kepolisian, serta 13 orang ulama yang hadir sebagai pribadi. 
Penandatanganan itu disusul dengan pengumuman pendirian himpunan 
para ulama dengan sebutan Majelis Ulama Indonesial (MUI). 
Konferensi ini juga ditetapkan sebagai Musyawarah Nasional (Munas) 
MUI Pertama.  
Buya Hamka, tokoh yang awalnya menolak pendirian sebuah 
majelis ulama didaulat menjadi Ketua Umum MUI yang pertama. 
Beliau menjabat Ketua Umum MUI mulai tahun 1975 sampai dengan 
tahun 1981. Buya Hamka memberikan dua alasan sebelum menerima 
amanah sebagai Ketua Umum MUI: pertama, menurutnya kaum 
muslim harus bekerja sama dengan pemerintahan Soeharto yang 



































antikomunis; kedua, pendirian MUI harus dapat meningkatkan 
hubungan antara pemerintah dan umat Islam Indonesia.  
Ketua umum MUI sejak Buya Hamka sampai dengan DR. (HC) 
K.H.MA. Sahal Mahfudh mempunyai beberapa persamaan yaitu: 
pertama, tidak seorangpun dari mereka pernah mengenyam bangku 
universitas; kedua, ketiganya mendapatkan gelar doktor kehoramatan 
atau sederajat profesor dari sejumlah universitas, dan ketiga, 
kesemuanya berasosiasi dengan organisasi kemsyarakatan Islam 
mayoritas di Indonesia, baik NU maupun Muhammadiyah. 
b. Kedudukan MUI dan Fungsinya 
Fatwa-fatwa MUI dapat diklasifikasikan menjadi dua 
kelompok, pengklasifikasian yang pertama didasarkan pada forum 
yang menetapkannya, dan yang kedua diklasifikasikan berdasarkan 
tema pembahasannya. Jika mengikuti pengklasifikasian yang pertama, 
maka fatwa-fatwa MUI adakalanya ditetapkan melalui forum Komisi 
Fatwa MUI, Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI, Musyawarah 
Nasional (Munas) MUI, atau melaui forum Ijtima’ Ulama MUI. 
Sementara secara tematik, fatwa-fatwa MUI terdiri atas fatwa-fatwa 
yang berbicara tentang ekonomi syariah, produk halal, dan masalah-
masalah keagamaan. Fatwa-fatwa yang terkait dengan masalah-
masalah keagamaan dibagi menjadi empat, yaitu fatwa-fatwa yang 
membicarakan tentang akidah dan aliran keagamaan, ibadah, sosial 



































kemasyarakatan dan kebudayaan, dan yang terkait dengan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 
2. Pengertian DSN 
Secara Kelembagaan, Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah 
perangkat organisasi yang secara khusus bertugas untuk menangani 
masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas Lembaga Keuangan 
Syariah. pembentukan DSN merupakan langkah efisensi dan koordinasi 
para ulama dalam menagnggapi isu-isu yang berhubungan dengan 
masalah ekonomi dan keuangan. DSN diarahkan sebagai lembaga 
pendorong penerapan ajaran islam dalam kehidupan ekonomi. Oleh karena 
itu, DSN berperan secara produktif dalam kehidupan ekonomi dan 
keuangan di Indonesia. 
25
 
a. Tugas DSN 
1) Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam 
kegiatan perekonomian pada umumnya, dan keuangan pada 
khususnya; 
2) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan; 
3) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah; dan 
4) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan. 
  
                                                          
25 M. Asrorun Ni’am Sholeh, Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: 
Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa (Jakarta: Emir, 2016), 96. 



































b. Wewenang DSN 
1) Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di 
masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar 
tindakan hukum pihak terkait; 
2) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau 
peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti 
Departemen Keuangan dan Bank Indonesia; 
3) Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-
nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada 
suatu Lembaga Keuangan Syariah; 
4) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang 
diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah,termasuk otoritas 
moneter atau lembaga keuangan dalam negeri maupun luar negeri; 
5) Memberikan peringatan kepada Lembaga Keuangan Syariah untuk 
menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh 
Dewan Syariah Nasional. 
 
B. Gambaran Umum Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 
1. Alasan mengeluarkan Fatwa tentang Pedoman Penyelenggaraan 
Pariwisata Syariah 
 
a. Bahwa saat ini sektor pariwisata berbasis syariah mulai berkembang di 
dunia termasuk Indonesia, sehingga memerlukan pedoman 
penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah; 



































b. Bahwa ketentuan hukum megenai pedoman penyelenggaraan 
pariwisata berdasarkan prinsip syariah belum diatur dalam fatwa DSN-
MUI. Atas dasar ini DSN-MUI perlu menetapkan fatwa tentang 
pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. 
1) Dasar Hukum 
a) Firman Allah Swt: 
(1) Q.S. Al-Mulk (67): 15: 
 .ُرْوُشُّنلا ِهَْيِلاَو ِهِقْزِّر ْنِماْوُلَُكواَهِبِكاَنَم ِفاْوُشْمًَفلاْوُلَذ َضْرَْلأا ُمُكَل َلَعَج ْيِذَّلاَوُه 
‚Dialah yang menjadikan bumi itu mudah  bagi 
kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan 
makanlah sebagaian dari rizeki-Nya. Dan hanya 
kepadanyalah kamu (kembali setelah) 
dibangkitkan.‛26 
 
(2) Q.S. Nuh (71): 19-20: 
اًجاَجِفًلاُبُساَه ْ نِماْوُكُلْسِتلًاطاَسِب َضْرَْلأا ُمُكَل َلَعَج ُهّللاَو 
‚Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai 
hamparan, supaya kamu melakukan perjalanan di 
bumi yang luas itu.‛27 
 
b) Hadis Nabi saw: 
(1)  Hadis Nabi riwayat Ahmad : 
اوُنْغ َتْسَتاوُزْغَواو ُّحِصَتاْوُرِفاَس َلَاق َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهّللا ىَّلَص َّبَِّنلا َّنَأََةر ْيَرُه بَِأ ْنَع.  
‚Dari Abi Hurairah, bahwasanya Nabi saw. Bersabda: 
Bepergianlah kalian niscaya kalian akan menjadi 




                                                          
26 Depag RI, Syamil Qur’an Terjemahan Perkata (Bandung: PT Sygma Examedia 
Arkanleema,2010), 563. 
27 Ibid., 571. 



































(2)  Hadis riwayat al-Baihaqi: 
 َّلَص ِهّللا ُلْوُسَر َلَاق: َلَاقاَمُه ْ نَع ُهّللا َيِضَر ٍساَّبَع ِنْبا ِنَعاْوُرِفاَس: َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهّللا  
 اْوُمَنْغ َتَواْو ُّحِصَت.  
‚Dari Ibnu Abbas ra. Berkata, bahwa Rasulullah saw. 
bersabda: bepergianlah, kalian akan sehat dan 
tercukupi.‛ 
 
c) Kaidah Fikih.: 
ىَلَع ُلِْيلَد ّلَُدي ْنَأ ِةَحَابِلاا ِتلأَماَعُمْلا ِف ُلْصَلأا  ِِْيرْحَّتلا َاه . 
‚Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya‛.28 
 
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.108/DSN-
MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah 
 
a. Ketentuan Terkait Hotel Syariah 
Mengingat Hotel Syariah merupakan hotel yang harus 
mengindahkan nilai-nilai Islami yang diatur dalam peraturan Dewan 
Syariah Nasional selaku Regulator Hotel Syariah yang memberikan 
aturan sebagai berikut: 
1) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi 
dan tindakan asusila. 
2) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang 
mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak 
asusila. 
3) Makanan dan minuman yang disediakan oleh hotel syariah wajib 
telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI (namun pada Tahun 
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2019, yang menerbitkan sertifikat halal sudah tidak lagi MUI akan 
tetapi KEMENAG (Kementerian Agama) sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, 
menjelaskan bahwa sertifikat halal bukan lagi di keluarkan oleh 
MUI, akan tetapi sudah di pindah menjadi kewenangan 
Kementerian Agama. 
4) Menyediakan Fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk 
pelaksanaan ibadah, tempat fasilitas bersuci. 
5) Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian 
yang sesuai dengan syariah 
6) Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai 
prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya 
pelayanan hotel yangs sesuai dengan prinsip syariah. 




3. Hotel Syariah 
a. Pengertian 
Pengertian Hotel Syariah adalah hotel yang menerapkan syariah 
Islam ke dalam kegiatan operasional hotel. Kesyariahan hotel 
ditonjolkan oleh manajemen dengan memunculkan moto, logo, 
ornamen, interior, fasilitas kamar, fasilitas hotel maupun seragam atau 
prpakaian yang dikenakan para karyawan hotel. Hotel syariah juga 
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merupakan salah satu model hotel yang menawarkan fasilitas yang 
sesuai dengan nilai Islam, sehingga mampu meminimalisir adanya 




1) Fasilitas yang dapat memberi manfaat bagi tamu. Untuk fasilitas 
yang membawa kerusakan, mengakibatkan kemungkaran, 
membangkitkan hawa nafsu, eksploitasi wanita, dan lain sejenisnya 
harus ditiadakan. Dalam penggunaan fasilitas harus disesuaikan 
dengan tujuan agar tida terjadi penyalahgunaan fasilitas. 
2) Tamu yang check in khususnya bagi pasangan lawan jenis dilakukan 
seleksi tamu (reception policy). Seleksi dilakukan untuk mengetahui 
apakah pasangan merupakan suami istri atau keluarga. Seleksi 
tersebut didasarkan pada dua hal yaitu gelagat (pasangan tersebut 
lebih canggung atau terlihat mesra, mengucapkan kata-kata sayang 
pada pasangannya, berjauhan pada saat mendatangi counter front 
office) dan penampilan (pasangan wanita berpenampilan seksi, 
pasangan wanita mengenakan seragam sekolah dan masih belia, 
tidak membawa perlengkapan menginap (koper) serta perbedaan 
usia yang mencolok. 
3) Pemasaran terbuka bagi siapa saja baik pribadi maupun kelompok, 
formal maupun informal, dengan berbagai macam suku, agama, ras, 
dan golongan. Asalkan aktivitas tamu tersebut dilarang oleh negara 
                                                          
30 Aditya Pratomo, “Analisis Konsep Hotel Syariah Pada Hotel Sofyan Jakarta sebagai World’s 
Best Family Friendly Hotel”, Karakteristik  Hotel Syariah, No. 3, Vol. 2 (Oktober, 2017), 9. 



































dan tidak merupakan penganjur kerusakan, kemungkaran, 
permusuhan, dan lain sejenisnya. 
4) Makanan dan minuman yang disediakan adalah makanan dan 
minuman yang dijamin kehalalannya baik bahan-bahan maupun 
proses pembuatannya, serta baik bagi kesehatan tubuh yang 
memakannya. 
5) Dekorasi dan ornamen yang disesuaikan dengan nilai-nilai 
keindahan dalam Islam serta tidak bertentangan dengan syariah. 
Ornamen patung ditiadakan dan lukisan makhluk hidup dihindari. 
Dekorasi tidak harus berbentuk kaligrafi. 
6) Operasional: 
a) Kebijakan yang meliputi kebijakan manajemen, peraturan-
peraturan yang dibuat, kerjasama dengan pihak luar, investasi, 
dan pengembangan usaha dilakukan sesuai dengan prinsip 
syariah Islam. 
b) Pengelolaan SDM yang meliputi penerimaan dan perekrutan 
SDM, tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan selama 
memenuhi standar kualifikasi yang telah ditentukan. Perusahaan 
harus jujur kepada karyawan dan memberikan pelatihan-
pelatihan yang dibutuhkan karyawan. 
c) Pengelolaan SDM mengacu pada peningkatan kualitas yang 
mengacu pada peningkatan kualitas yang mencakup tiga hal, 
etika, pengetahuan, dan keahlian. 



































d) Keuangan yaitu pengelolaan keuangan menggunakan akuntansi 
syariah dan menggunakan bank dan asuransi syariah sebagai 
mitra. Jika perusahaan mempunyai keuntungan yang mencukupi 
nilai wajib zakat maka perusahaan berkewajiban mengeluarkan 
zakat. 
e) Adanya sebuah lembaga yakni Dewan Pengawas Syariah (DPS) 
yang bertugas mengawasi jalannya operasional hotel secacra 
syariah dan yang akan memberikan arahan dan menjawab 
masalah yang muncul di lapangan. Lembaga ini diambil dan 
disetujui oleh Dewan Syariah Nasional yang menunjuk 
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HOTEL WALAN SYARIAH SIDOARJO 
 
A. Gambaran Umum Hotel Walan Syariah 
1. Profil Hotel Walan Syariah   
Hotel walan syariah adalah hotel yang memiliki lebel syariah di 
daerah sedati sidoarjo, hotel tersebut dibangun oleh sang owner yaitu 
Burhan Mahebu, yang mana hotel syariah tersebut karena sang owner 
ingin mendapatkan uang yang halal. Hotel tersebut dinamakan hotel 
walan karena daerah tersebut  terkenal dengan sebutan Dusun Walan. 
2. Lokasi Hotel Walan Syariah 
Hotel Walan Syariah terletak di Raya sedate Agung Nomor 1 
Betro-Juanda-Sidoarjo. Berikut lokasi yang dapat di kunjungi oleh para 
tamu hotel : 
a. Pasar Betro Sedati (50 m) 
b. Bandara International Juanda (10 menit) 
c. Wisata bermain Suroboyo Carnival Night Market (5,6 Km) dari hotel 
walan syariah. 
d. Mall City of Tomorrow (CITO) 15 menit dari hotel walan syariah (7,9 
Km) 
e. Masjid Agung Surabaya (7,24 Km) ke Masjid Al-Akbar Surabaya 
f. Mall Royal Plaza Surabaya (12,2 Km) 
  



































3. Produk dan Fasilitas Hotel Walan Syariah 
a. Produk dan Tarif Kamar Hotel Walan Syariah 
Produk Hotel Walan Syariah yaitu disediakanya kamar. Hotel 
walan syariah memiliki 41 kamar dan terbagi menjadi beberapa tipe 
kamar dan tarif yang berlaku di Hotel Walan Syariah.
32
 





Standart  Rp. 245.000 
Twin Rp. 255.000 
Superior Rp. 280.000 
Familiy Rp. 495.000 
Vip Rp. 595.000 
Extrabed  Rp.  80.000 
 
b. Fasilitas dan layanan Hotel Walan syariah 
1) Fasilitas kamar 
a) Kamar tipe Standart  
Gambar: 3.1 Tempat Tidur Standart 
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 Erisa Putri M, Wawancara, Sidoarjo, 05 Desember 2017. 
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 Brosur Hotel Walan Syariah Sidoarjo. 



































Harga tipe kamar yang paling standart yaitu : Rp.245.000/ 
malam. 
(1) AC 
(2) 1 bed 
(3) TV cable 
b) Kamar tipe Twin Room 
Gambar: 3.2 Tempat Tidur Twin 
 
(1) AC 
(2) 2 bed 
(3) TV LED 
Untuk chanel yang ada pada TV tiap kamar adalah 
Chanel biasa atau program biasa dan juga ada chanel ala 
timur tengah.  
(4) Lantai 2 
c) Kamar tipe Superior Room 
Gambar: 3.3 Tempat Tidur Superior dan TV LED 





































(2) 1 big bed 
(3) TV LED 
(4) Lantai bawah 
d) Kamar tipe VIP Room34 
Gambar: 3.4 Ruang Tamu 
 
Kamar ini sangat cocok untuk pebisnis yang ingin 
bermalam dengan client ataupun big bos lainnya. Karena fasilitas 
yang diberikan cukup lengkap seperti : 
(1) 2 bed 
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 Hotel Walan Syariah, dalam https://www.walanhotel.com, diakses pada 3 Desember 2017. 




































(3) TV LED 
(4) Kulkas Kecil 
(5) Ruang Tamu 
(6) Balkon 
(7) Kamar mandi dalam  
e) Kamar tipe Family Room  
Gambar: 3.5 Mini Bar 
 
Kamar ini memiliki perbedaan dengan kamar tipe lainya, 
kamar ini lebih memiliki nuansa keluarga, fasilitas yang 
diberikan yaitu : 
(1) 2 Kamar tidur 
(2) AC 
(3) TV LED 
(4) Mini bar 
(5) Meeting room 



































(6) Kamar mandi dalam 
(7) Lantai 3 
f) Kamar tipe Extrabed 
Gambar: 3.6 Tempat tidur untuk anak-anak 
 
Kamar ini di tujukan untuk sekolah atau lembaga lain yang 
membawa beberapa murid atau anak kecil yang hendak 
bermalam di hotel. Kamar tipe ini saat ini masih dalam proses 
renovasi. Yang semula kamar ini berada di lantai 2 kini akan di 
pindah di lantai 4. Yang mana di lantai 4 tersebut aka nada 
taman di halaman belakang. 
g) Wifi 
Hotel Walan Syariah juga menyediakan fasilitas Wifi bagi 
para tamu namun, wifi tersebut hanya bisa diakses di lobby saja, 
wifi sudah diberikan keamanan atau proteksi agar pengguna wifi 
tidak dapat mengakses hal-hal yang negatif. 
  




































Gambar: 3.7 Restoran 
 
Selain kamar terdapat restoran yang juga memberikan 
kontribusi secara signifikan bagi perolehan pendapatan hotel. 
Restoran yang menyajikan berbagai macam makanan dan 
minuman yang halal, meski belum ada sertifikat halal dari 
Kementrian Agama RI, hotel akan tetap menyajikan makanan 
dan minuman yang halal. 
i) Perlengkapan ibadah dan musholah 
Gambar: 3.8 Tempat melaksanakan ibadah 
 



































Salah satu didirikanya hotel syariah adalah memudahkan 
para tamu agar para tamu tidak kerepotan untuk beribadah maka 
disediankanya peralatan sholat disetiap kamar. Serta terdapat 
musholah apabila ingin berjamaah dan biasanya digunakan para 
karyawan untuk sholat jamaah. Dan yang saat ini ada renovasi di 
lantai 2 yang akan di bangun musholah untuk para tamu dan 
yang di lantai bawah untuk para driver. 
j) Laundry 
Disediakannya layanan laundry yang bertujuan untuk 
memberikan layanan serta kemudahan untuk tamu yang 
menginap agar tidak kerepotan memikirkan dan mencuci baju 
yang kotor. 
k) Room service 
Layanan hotel yang memungkinkan para tamu apabila 
ingin makan di kamar mereka tanpa harus pergi ke restoran dan 
keluar hotel. Yang mana tamu bisa menguhungi bagian 
receptionis.35 
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l) Area parkir 
Gambar: 3.9 Tempat Parkir 
 
Layanan hotel bagi para tamu yang membawa kendaraan. 
m) Rent car 
Hotel Walan Syariah memberikan layanan bagi tamu 
yang ingin bepergian dan ingin membawa mobil disediakannya 
layanan rent car agar tamu bisa menyewa mobil. 
n) Meeting room 
Gambar: 3.10 Ruang rapat 
 



































Apabila tamu ingin mengadakan rapat dengan rekan kerja 
atau bisnis terdapat ruangan khusus untuk rapat yang disewakan 
hotel sehinga dapat memudahkan para tamunya. 
o) Cafe 
Disediakan sebuah cafe apabila para tamu membutuhkan 
waktu untuk bersantai sambil minum kopi. 
p) Taman 
Fasilitas ini masih proses pembangunan yang berlokasi di 
belakang halaman lantai 4, yang mana fasilitas ini di harapkan 
tamu bisa senyaman mungkin berada di hotel selain di kamar 
tamu bisa duduk santai di taman. 
36
 
Gambar: 3.11 Hotel Walan Syariah 
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q) Karyawan-Karyawati Hotel Walan Syariah Sidoarjo 
Karyawan-Karyawati melayani para tamu dengan sabar, 
sopan dan ramah, para karyawan menunjukkan berbagai fasilitas 
dan produk yang telah disediakan untuk tamu. seluruh karyawan 
sudah berpakaian rapi atau sudah berbusana sesuai dengan 
prinsip syariah. 
Gambar: 3.12 Karyawan-Karyawati Hotel Walan Syariah 
 
  







































ROOMBOY PUBLIK AREA 
4. Struktur Manajemen Hotel Walan Syariah 
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Adapun bagian tugas yang ada di Hotel Walan Syariah Sidoarjo 
sebagai berikut: 
a. Pimpinan  
Tugas pimpinan hotel walan syariah adalah sebagai berikut: 
1) Memimpin usaha Hotel Walan Syariah Sidoarjo 
2) Mengambil kebijakan untuk kemajuan Hotel Walan Syariah 
Sisoarjo 
3) Bertanggung jawab atas jalanya Hotel Walan Syariah Sidoarjo. 
4) Mengangkat dan memberhentikan karyawan, serta menunjuk 
karyawan sebagai perwakilan dalam menjalankan operasional hotel 
Walan Syariah. 
b. Manajer operasional 
Tugas dari manajer operasional adalah sebagai berikut : 
1) Memimpin dan mengkoordinar operasional hotel Walan Syariah 
Sidoarjo. 
2) Bertanggung jawab atas perkembangan hotel Walan Syariah 
Sidoarjo. 
3) Sebagai wakil dan pemimpin hotel untuk mengambil kebijakan 
tentang operasional hotel dalam memajukan Hotel Walan Syariah 
Sidoarjo. 
4) Membuat strategi dan mengevaluasi internal untuk perkembangan 
Hotel Walan Syariah Sidoarjo. 



































5) Melakukan pengawasan, pembinaan dan monitoring atas 




Tugas dari accounting yang ada di Hotel Walan Syariah 
Sidoarjo. 
1) Bertanggung jawab atas pencatatan keuangan hotel 
2) Mencatat semua transaksi pemasukan dan pengeluaran hotel 
3) Menyusun dan meyerahkan laporan keuangan pada pimpinan hotel. 
4) Merapikan dan menerbitkan pencatatan keuangan hotel. 
5) Menyusun dan membuat laporan keungan bulanan. 
d. Human resource 
Tugas dari Human Resouce di Hotel Walan Syariah Sidoarjo 
adalah sebagai berikut : 
1) Mengelola sumber daya manusia yang ada pada Hotel Walan 
Syariah Sidoarjo. 
2) Menerima dan mengangkat karyawan baru. 
3) Menyelenggarakan semua administrasi kepegawaian dan kegiatan 
karyawan. 
4) Mengadakan pelatihan karyawan untuk meningkatkan 
profesionalisme terhadap tamu hotel. 
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e. Front office 
Tugas bagian Front Office Hotel Walan Syariah Sidoarjo 
adalah sebagai berikut :
39
 
1) Menjual dan menawarkan produk dan layanan hotel kepada tamu 
hotel. 
2) Melayani tamu hotel dalam melakukan chek in dan chek out. 
3) Memberikan informasi tentang layanan di dalam dan di luar hotel. 
4) Menyelesaikan administrasi, pencatatan dan pendaftaran tamu 
hotel. 
5) Memberikan kesan yang positif serta menampung kritik dan saran 
tamu hotel yang menginap. 
6) Memantau mobilitas hotel pada CCTV yang ada di lobby hotel. 
7) Bekerja sama dengan bagian lain dalam melayani tamu hotel selama 
chek in. 
f. House keeping 
Bagian house keeping pada Hotel Walan Syariah Sidoarjo di 
bagi menjadi dua bagian sebagai berikut : 
1) Room boy 
a) Bertanggung jawab atas kebersihan kamar-kamar tamu yang 
dimiliki hotel. 
b) Menyiapkan kamar bagi tamu yang ingin melakukan chek in. 
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c) Memasukkan stok perlengkapan kamar, peralatan dan bahan 
pembersih selalu tersedia. 
d) Merapikan kembali kamar tamu setelah chek out dari hotel. 
2) Public area 
a) Bertannggung jawab atas kebersihan area umum yang dimiliki 
hotel. 
b) Membersihkan sampah yang ada di tempat sampah lingkungan 
hotel. 
c) Menjaga keindahan area umum hotel. 
g. Security40 
Bagian security Hotel Walan Syariah Sidoarjo memiliki tugas 
dan peran sebagai berikut: 
1) Bertanggung jawab atas kemanan hotel secara keseluruhan  
2) Menciptakan kondisi yang aman agar tamu betah untuk tinggal di 
hotel 
3) Menegur dan mengingatkan tamu hotel yang melanggar peraturan. 
4) Memastikan keamanan setiap kendaraan milik tamu hotel. 
5) Memantau mobilitas hotel melalui CCTV yang ada di hotel Walan 
Syariah Sidoarjo. 
5. Tata tertib tamu Hotel Walan Syariah Sidoarjo 
a. Pasangan suami/istri wajib menunjukkan dan menyerahkan tanda bukti 
identitas diri (KTP/SIM/PASPOR) yang masih berlaku. 
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b. Tamu yang berpasangan berlainan jenis yang BUKAN 
MA|HRAMNYA. Dilarang keras menginap dalam satu kamar, untuk 
itu tamu bisa menunjukkan bukti yang syah seperti : fotocopy surat 
nikah/ kartu keluarga/ atau setidaknya alamat KTP yang sama. 
c. Manajemen hotel tidak melakukan tawar menawar terhadap peraturan 
tegas terkait masalah maksiat yang bertentangan dengan syariat islam 
(Asusila, Minuman Keras, Judi, Narkoba dan Senjata Tajam.) 
d. Apabila bermaksud menerima kedatangan pengunjung, kami 
menyarankan tamu untuk menerimanya di lobby hotel atau resto yang 
telah kami sediakan. Dilarang keras membawa relasi, teman, kerabat 
atau saudara yang BUKAN MA|HRAMNYA Masuk ke dalam kamar 
hotel. 
e. Jika calon tamu melakukan tindakan kebohongan terkait bukti-bukti 
dan identitas diri yang diminta, maka manajemen hotel berhak 
melaporkan kepada pihak yang berwajib. 
f. Apabil calon tamu menginap melebihi kapasitas bedroom hotel, maka 
akan kami kenakan charge 30 % per orang. 
g. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, manajemen Hotel tidak 
memenuhi permintaan tamu untuk merekayasa transaksi dalam bentuk 
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B. Keterangan dari Pihak Manajemen Hotel Walan Syariah Sidoarjo Alasan 
tentang Fatwa Dewan Syariah Nasional No.108/DSN-MUI/X/2016 
Mengenai Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah 
 
Hasil wawancara dengan customer relation hotel walan syariah 
sidoarjo. Beliau mengatakan bahwa fasilitas yang ada di Hotel Walan 
Syariah sudah lengkap, di tambah lagi ada penambahan Musholla yang 
berada di lantai 2. Namun dengan demikian ada beberapa perlengkapan 
ibadah yang seharusnya ada dalam tiap kamar, namun tamu harus meminta 
dahulu di bagian receptionis. Pihak hotel menerapkan demikian karena ada 
beberapa alasan. Untuk peraturan fatwa tentang ketentuan yang harus ada di 
Hotel Syariah beliau belum mengetahui mengenai peraturan fatwa tersebut. 
Mengenai sertifikat halal beliau sempat mengurus sertifikat tersebut,  namun 
di tengah-tengah proses pengurusan sertifikat beliau sedang cuti melahirkan 
dan tidak ada yang melanjutkan. Dan untuk ketentuan  bahwa Hotel Syariah 
wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah, beliau menjelaskan 
bahwa hotel tersebut belum menggunakan / belum menggunakan jasa 
Lembaga Keuangan Syariah dan masih menngunakan jasa Bank Umum. 
Dengan mengetahui peraturan yang ada di fatwa ini beliau akan segera 
mengurus persyaratan yang belum ada di Hotel Walan Syariah agar sesuai 
dengan ketentuan yang ada di fatwa mengenai pariwisata syariah.
42
 
Hasil wawancara dengan karyawati di hotel walan syariah sidoarjo. 
Tamu yang ada di Hotel Walan Syariah bukan hanya masyarakat muslim 
saja, akan tetapi ada juga yang non muslim. Meskipun non muslim pihak 
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hotel akan tetap melakukan pengecekan data sesuai dengan peraturan yang 
ada di hotel. Apabila ada beberapa data yang tidak sesuai dengan ketetuan 
hotel, maka tamu akan diarahkan di hotel yang lain. Untuk fasilitas yang ada 
di hotel sudah sangat lengkap ada Musholla, perlengakap ibadah, wifi yang 
tentunya dengan adanya keamanan sehingga bagi pengguna wifi tidak dapat 
mengakses pada hal yang negatif dan lain-lain. Mengenai sertifikat halal di 
Hotel Walan Syariah belum ada namun dengan begitu hotel akan tetap 
memberikan atau menyajikan makanan dan minuman yang halal.
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Hasil wawancara dengan Tamu di hotel walan syariah sidoarjo. yuli 
tertarik menginap di Hotel Walan Syariah karena hotel tersebut berbasis 
syariah dan yang membuat beliau penasaran adalah apa yang membedakan 
hotel syariah dengan hotel yang lain. Fasilitas yang ada di Hotel ini sudah 
cukup lengkap hanya saja di kamar yang beliau tempati ada fasilitas yang 
rusak. Perlengkapan ibadah yang ada di kamar belum lengkap hanya ada Al-
Qur’an dan Tasbih. Namun dengan begitu hotel walan syariah sudah 
memberikan pelayanan dan fasilitas yang terbaik untuk para tamu yang akan 
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KAJIAN HOTEL WALAN SYARIAH PRESPEKTIF FATWA DSN-MUI 
  
A. Analisis Hotel Walan Syariah Sidoarjo. 
Salah satu Hotel Syariah yang sedang berkembang pesat di Sidoarjo 
yaitu Hotel Walan Syariah.  Hotel Walan Syariah dalam pelaksanaan 
transaksi menggunakan akad ija<rah, melalui akad ija<rah tamu dapat 
menginap di kamar yang sudah disediakan oleh Hotel syariah. Dengan akad 
sewa tersebut timbul biaya yang harus dibayar oleh tamu meliputi, biaya 
penginapan sesuai dengan berapa hari tamu akan menginap di Hotel tersebut 
dan jika tamu membawa 2 orang teman, maka akan dikenakan cash karena 
peraturan yang ada di Hotel Walan Syariah 1 Kamar hanya untuk 2 orang 
saja jika lebih akan dikenakan denda atau cash.  
Dalam transaksi sewa harus dilakukan kesepakatan oleh kedua belah 
pihak, yang mana tamu setuju atau sepakat dengan peraturan yang ada di 
hotel walan syariah yaitu : bersedia untuk di cek datanya sebelum check in, 
tidak membawa teman yang bukan ma|hramnya, batas waktu untuk chek out 
dan peraturan lainnya. Begitu juga dengan karyawan yang ada di hotel, 
memberikan pelayanan yang terbaik untuk tamu, berpakaian rapi seusai 
dengan syariah, melayani dengan sabar dan bersikap sopan terhadap tamu 
yang menginap di hotel. 
Peraturan menginap pada Hotel Walan Syariah yaitu Tamu cukup 
menunjukkan identitas diri yaitu : Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan buku


































 nikah, jika ada tamu yang non muslim maka data yang harus ditunjukkan 
adalah Paspor dan buku Nikah. Apabila data yang ditunjukkan sudah 
memenuhi syarat untuk menginap di Hotel ini, maka tamu dapat membayar 
uang penginapan sesuai dengan type yang di inginkan dan berapa lama tamu 
akan menginap di hotel tersebut. Untuk pembayaran bisa melalui ATM atau 
secara langsung, untuk ATM yang di gunakan bertransaksi tidak harus ATM 
syariah ATM umum di perbolehkan. Apabila proses check in sudah selesai 
terlebih dahulu kami menawarkan menu makanan dan minuman halal kepada 
tamu untuk sarapan pagi, meskipun hotel ini belum memiliki sertifikat halal 
namun, pihak hotel berusaha menjaga kehalalan dari makanan dan minuman 
yang disediakan. 
Pemesanan kamar Biasanya Tamu menghubungi Hotel Walan Syariah 
melalui seluler, email, maupun langsung memesan melalui website Hotel 
Walan Syariah. Ketika penyewa menyatakan kesediaannya dalam memesan 
kamar hotel sesuai tipenya, kemudian petugas hotel mencatat ke 
administrasi Hotel Walan Syariah terkait pemesanan kamar. waktu check in 
di Hotel Walan syariah yaitu pukul 12.00 WIB dan chek out maksimal pukul 
14.00 WIB. 
Terkait dengan produk dan fasilitas yang disediakan, Hotel Walan 
Syariah dalam konteksnya menyediakan produk dan fasilitas berupa: Kamar 
dengan berbagai type yang di inginkan oleh tamu, wifi dengan perangkat 
keamanan agar pengguna tidak dapat mengakses situs yang dilarang, adanya 
fasilitas Mushollah untuk melaksanakan ibadah, serta Hotel Walan Syariah 


































tidak menyediakan fasilitas hiburan. Hotel Syariah ini belum memiliki buku 
panduan mengenai prosedur pelayanan hotel, dengan belum memiliki 
panduan khusus bukan berarti pihak hotel mengabaiakan, akan tetapi pihak 
hotel akan memberikan pelayanan dan fasilitas secara maksimal agar tamu 
dapat nyaman dan dikemudian hari tamu akan tetap ingin menginap di Hotel 
Walan Syariah.  
 
B. Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 108/DSN-
MUI/X/2016 Terhadap Pariwisata Syariah Di Hotel Walan Syariah Sidoarjo 
 
Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 
108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pariwisata Syariah terdapat ketentuan-
ketentuan khusus yang harus dimiliki atau diterapkan di setiap hotel yang 
berbasis syariah. Apabila hotel syariah tersebut tidak mematuhi aturan yang 
ada pada Fatwa DSN-MUI, maka hotel syariah tersebut telah melanggar 
peraturan perundang-undangan yang ada pada Fatwa. 
Kriteria hotel syariah berdasarkan yang ada dalam peraturan Fatwa 
DSN-MUI Nomor 108 tahun 2016 beserta analisanya yaitu: 
1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan 
tindakan asusila. Pada hotel walan syariah tersedia fasilitas wifi namun 
ada kemanan tersendiri agar para tamu atau pengguna wifi tidak 
menyalahgunakan fasilitas wifi tersebut. 
2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah 
pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila. Sesuai 


































dengan penelitian di lapangan bahwa Hotel walan syariah tidak 
menyediakan fasilitas hiburan. 
3. Makanan dan minuman yang disediakan oleh hotel syariah wajib telah 
mendapatkan sertifikat halal dari MUI (namun pada Tahun 2019, yang 
menerbitkan sertifikat halal sudah tidak lagi MUI akan tetapi 
Kementerian agama (KEMENAG) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 
33 Tahun 2014). Pada point ini bahwa Hotel Walan syariah belum 
memiliki sertifikat Halal dikarenakan ada kendala saat mengurus 
sertifikat, namun pihak hotel akan melanjutkan mengurus kembali 
sertifikat halal tersebut. 
Jika ternyata Hotel Walan Syariah tidak melanjutkan untuk 
mengurus Sertifikat halal, membuat panduan mengenai prosedur 
pelayanan hotel atau tidak berusaha menggunakan jasa Lembaga 
Keuangan Syariah, maka Hotel Walan Syariah akan mendapatkan sanksi 
dari MUI dan hotel tersebut belum bisa dikatakan sebagai hotel yang 
benar-benar berbasis syariah. 
4. Menyediakan Fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk 
pelaksanaan ibadah, tempat fasilitas bersuci. Di Hotel Walan Syariah 
terdapat 2 Mushollah yang pertama berada di luar hotel yang bertujuan 
bagi tamu yang membawa driver agar bisa melaksanakan ibadah di 
mushollah tersebut. Dan yang kedua berada di lantai 3 agar tempat untuk 
melaksanakan Ibadah lebih dekat dengan tamu yang menginap di hotel 
tersebut, yang mana musholla yang kedua masih tahap renovasi. 


































5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang 
sesuai dengan Syariah. karyawan/karyawati yang ada di Hotel Walan 
Syariah sudah berpakaian rapi sesuai dengan syariah. 
6. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai 
prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan 
hotel yangs sesuai dengan prinsip syariah. Hotel ini belum memilki 
pedoman prosedur pelayanan hotel, dengan adanya peraturan ini pihak 
hotel akan berusaha melengkapi dan membuat suatu pedoman pelayanan 
hotel agar sesuai dengan persyaratan yang ada dalam fatwa ini. 
7. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam 
melakukan pelayanan. Dalam konteksnya Hotel Walan Syariah masih 
menggunakan layanan keuangan konvensional seperti kartu kredit BCA, 
belum ada kerjasama dengan bank syariah.  
Berdasarkan analisis di atas, dapat diketahui bahwa Hotel walan 
syariah belum sesuai dengan aturan yang ada dalam Nomor 3, 6 dan 7 
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.108/DSN-
MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah 
karena tidak memiliki sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Kementerian 
Agama, belum memiliki panduan prosedure pelayanan hotel dan juga 
tidak menggunakan jasa lembaga keuangan syariah. 
Hotel walan syariah segera mengguanakan jasa Lembaga 
Keuangan Syariah, memiliki sertifikat halal, dan juga memiliki buku 
panduan prosedure pelayanan Hotel Syariah, yang mana hal ini adalah 


































wajib untuk Hotel yaitu berbasis syariah. Sebagaimana yang di atur dalam 
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.108/DSN-













































Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan di atas, maka 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Hotel Walan Syariah merupakan sebuah hotel di Sidoarjo yang 
menyediakan berbagai fasilitas, di antaranya kamar dengan berbagai type 
yang diinginkan, wifi dengan perangkat keamanan agar pengguna tidak 
dapat mengakses situs terlarang, makanan dan minuman yang halal, 
meskipun belum bersertifikat halal dari Kemenag (Kementerian Agama), 
adanya Mushollah untuk melaksanakan ibadah,  serta pelayanan prima 
dari karyawan dan karyawati yang berbusana sesuai dengan syariah.  
2. Berdasarkan fasilitas yang dimiliki, dapat diketahui bahwa Hotel Walan 
Syariah belum memenuhi aturan Nomor 3, 6 dan 7 dalam Fatwa Dewan 
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.108/DSN-MUI/X/2016 
Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah karena belum 
memiliki sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, 
belum memiliki panduan prosedur pelayanan hotel dan juga belum 
menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah. 
  


































B. Saran  
Berdasarkan kesimpulan diatas, berikut saran yang dapat diberikan 
kepada manajemen Hotel Walan Syariah:  
1. Untuk segera melanjutkan pengurusan sertifikat Halal dari Kementerian 
Agama, agar dapat menjamin kehalalan makanan dan minuman yang 
disediakan, hal tersebut wajib ada pada Hotel yang berbasis syariah sesuai 
dengan peraturan yang ada dalam fatwa. 
2. Harus membuat pedoman prosedur pelayanan hotel agar memberikan 
pelayanan yang sesuai dengan prinsip syariah, dalam peraturan fatwa 
Hotel Syariah wajib memiliki pedoman mengenai prosedur pelayanan 
hotel. 
3. Segera menggunakan jasa Lembaga keuangan Syariah sesuai dengan lebel 
hotel yang berbasis syariah agar dapat menerapkan prinsip-prinsip 
syariah, sesuai dengan peraturan yang ada dalam fatwa Hotel Syariah 
wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah. 
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